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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena
sebagian besar dari kehidupannya adalah bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai
suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan
mendatang.

Tanah merupakan tempat pemukiman sebagian besar umat manusia
disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui
usaha tani dan perkebunan yang pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat
persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.

Pada sisi lain jumlah dan luas tanah yang dikuasai oleh manusia sangat
terbatas dan tidak berubah dan relative tetap jika dibandingkan dengan jumlah
perkembangan manusia yang cukup banyak dan mengurangi ketersediaan untuk
keperluan usaha lainya sebagaimana adanya perkembangan ekonomi, budaya dan
teknologi industri termasuk perkembangan pedagang, perkebunan, pemukiman dan
pemerintahan, maka akan terjadi benturan kepentingan antara yang satu dengan yang
lain.

Semakin erat hubungan antara tanah dengan kehidupan manusia sering
menyebabkan timbulnya masalah dan persoalan yang amat kompleks yang

menyangkut kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa, karena mereka saling

berlomba untuk mendapatkannya.




Tanah bagi kehidupan manusia tidak saja mempunyai nilai ekonomis dan
kesejahteraan serta sebagaimana apa yang dikemukakan oleh sebagian orang, akan
tetapi juga menyangkut masalah sosial, politis, cultural, psikologis bahkan juga
memuat aspek-aspek pertahanan keamanan nasional.

Dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada, hendaknya tidak saja
mengindahkan prinsip-prinsip hukum semata, akan tetapi juga harus memperhatikan
fungsi sosial dari tanah tersebut, seperti asas kesejahteraan sesuai dengan apa yang
menjadi tujuan negara kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,
asas ketertiban, keamanan agar stabilitas nasionalitas tetap terjaga dan terpelihara dan
asas kemanusiaan agar masalah pertahanan tersebut tidak berkembang menjadi
keresahan yang mengganggu masyarakat.

Oleh karena tanah ini menyangkut nilai kehidupan kemanusiaan, maka dalam
menyelesaikan masalah pertanahan tidak dapat ditetapkan hanya demi kepentingan
stabilitas nasional semata-mata, dengan mengorbankan hak-hak kemanusiaan, sebab
walaupun stabilitas dapat ditegakkan akan tetapi hakekat kesejahteraan akan berada
semakin jauh dari harapan.

Apabila kita di Indonesia hendak meratakan keadilan dalam masyarakat

hukum dan apabila kita hendak membawa keseimbangan antara kepentingan

perorangan sebagaimana diinginkan oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar

1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara perataan keadilan dan

keseimbangan dalam berbagai kepentingan itu tidak akan dapat timbul dengan

lebih memberikan tekanan kepada kepentingan umum sambil mengabaikan
kepentingan orang.’

! Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hokum Tanah, Alumni,
Bandung, 1978, hal. 29



Dalam suasana pembangunan sebagaimana halnya di negara Indonesia
sekarang ini keperluan akan tanah semakin meningkat. Kegiatan pembangunan
terutama pembangunan di bidang materiil baik di kota maupun di desa-desa, banyak
sekali memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan pembangunan yang
dimaksud, pembangunan gedung-gedung sekolah, puskesmas, pembuatan dan
pelebaran jalan yang semuanya itu memerlukan tanah sebagai sarana utamanya.

Usaha-usaha pembangunan perkotaan baik berupa perluasan dengan
membuka tempat-tempat pemukiman baru di pinggiran kota maupun usaha
pemekarannya sesuai dengan tata kota senantiasa memerlukan tanah untuk keperluan
tersebut, jadi hampir semua usaha pembangunan memerlukan tanah.

Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia sekali, sedangkan
jumlah manusia yang berhajat akan tanah senantiasa akan bertambah. Selain
bertambah banyaknya manusia yang memerlukan tanah untuk perumahan, juga
kemajuan teknologi memerlukan tersedianya tanah yang banyak misalnya untuk
perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan untuk
perhubungan.?

Dalam persoalan tanah untuk pembangunan ini ada berbagai kepentingan
yang kelihatannya tidak saling mengimbangi antara satu dengan yang lainya. Di satu
pihak pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utama sedangkan di
lain pihak sebagian besar warga masyarakat memerlukan juga tanah tersebut sebagai

tempat pemukiman dan tempat mata pencahariannya.

# Abdurrrahman, Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di
Indonesia, Alumni, Bandung, 1978, hal. 13



Bilamana tanah diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan
pembangunan, maka jelas kita harus mengorbankan hak asasi warga
masyarakat yang seharusnya sampai terjadi dalam negara yang menganut
prinsip rule of law, akan tetapi bilamana hal ini dibiarkan saja, maka usaha
pembangunan akan macet. Salah satu masalah pokok yang hingga kini belum
mendapat pengaturan yang tuntas adalah masalah tanah.

Pengadaan tanah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Pengadaan tanah itu sendiri dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu
antara lain yaitu dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pelepasan
penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara
pemegang hak atas tanah yang dikuasai dengan memberikan ganti rugi atas dasar
musyawarah. Sedangkan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan
tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut.

Pada asasnya pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut dilakukan secara
langsung antara pihak yang berkepentingan dengan memberikan ganti rugi atas tanah
yang selayaknya dengan berpedoman pada asas musyawarah.

Ganti rugi yang layak itu berarti mereka yang tergusur harus dalam kondisi
ekonomi yang sama ketika mereka belum digusur sehingga seharusnya perundingan
mengenai ganti rugi tersebut jumlahnya memadai.

Melihat permasalahan pertanahan yang ada, masalah utama yang sering

muncul dalam setiap usaha pengadaan tanah untuk pembangunan adalah mengenai

ganti rugi. Hal ini disebabkan karena disatu pihak masyarakat sebagai pemilik dan

* Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 7
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atau pemegang hak atas tanah menuntut ganti rugi yang sesuai, karena banyak dari
masyarakat menganggap ganti rugi yang disediakan tidak atau kurang sesuai dengan
harga tanah yang berlaku umum di masyarakat, dilain pihak pemerintah dalam hal ini
panitia pengadaan tanah harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Pengadaan tanah tersebut seringkali menimbulkan permasalahan yang
seandainya tidak ditanggulangi secara serius akan berakibat fatal, serta akan
menimbulkan dampak negative terhadap pembangunan dan kewibawaan pemerintah.
Kemudian Kota Palembang dengan salah satu proyeknya yang sangat
bermanfaat bagi masyarakat adalah perluasan asrama haji yang sekarang sudah mulai
berjalan. Perluasan asrama haji ini memerlukan tanah yang akan dibebaskan sekitar

3,1 hektare yang sebagian besar dikuasai oleh masyarakat secara individu maupun

- kelompok. Tanah yang dikuasai oleh individu maupun kelompok tadi haruslah

dikorbankan untuk kepentingan umum dan untuk kesejahteraan masyarakat itu
sendiri.

Berpangkal tolak dari adanya pembebasan tanah untuk kepentingan perluasan
Asrama Haji tersebut, menjadikan penulis berkeinginan untuk membahas dan
menuangkannya dalam skripsi ini dengan judul “PROSEDUR PEMBEBASAN
HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993 (STUDI KASUS

PERLUASAN ASRAMA HAJI KOTA PALEMBANG?”.



B. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana sejarah terbentuknya Asrama Haji ?
2. Bagaimana prosedur pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum
untuk kepentingan perluasan asrama haji ?
3. Bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat terhadap

hak atas tanah untuk kepentingan perluasan asrama haji ?

C. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai pembebasan tanah, baik
yang dikuasai oleh individu maupun kelompok untuk perluasan Asrama Haji di Kota
Palembang. Analisis skripsi ini hanya bertolak pada Keputusan Presiden No. 55
Tahun 1993 karena pada saat penulisan ini selesai telah ada Peraturan Presiden

No. 36 Tahun 2005.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini tentang pembebasan hak atas tanah individu

maupun kelompok untuk perluasan Asrama Haji di Kota Palembang untuk

mengetahui :
1. Sejarah terbentuknya Asrama Haji.
2. Prosedur yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hak ini

dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Dinas



PU Cipta Karya dan Departemen Agama dalam kaitanya dengan proses
pembebasan hak atas tanah untuk perluasan Asrama Haji Kota Palembang ;
3. Bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembebasan

hak atas tanah untuk Asrama Haji Kota Palembang ;

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
a. Secara Teori
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran
dalam rangka proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang
hukum perdata pada khususnya ;
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan penulis mengenai masalah yang dikaji ;

b. Secara Praktek
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat
khususnya mengenai proses pembebasan hak atas tanah untuk perluasan
Asrama Haji Kota Palembang ;
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak

pemerintah mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau

menyerahkan tanahnya ;



F. Masalah Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis

sosiologis.

Untuk mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian

lapangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan
(Library Research) atau dari studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan
dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-
asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang
berkaitan dengan objek penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan
hukum secara teliti yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, seperti :
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Agraria
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,

hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagianya®

* Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7-8



c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan
petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan
jurnal ilmiah. Surat kabar dan majalah mingguan juga menjadi bahan
penelitian ini sepanjang surat kabar dan majalah mingguan tersebut

memuat berita yang relevan dengan objek kajian penelitian ini®

2. Untuk mendapatkan data primer melalui penelitian empiris atau penelitian
lapangan (Field Research) yang digunakan untuk memperoleh data,
keterangan atau imformasi langsung dari responden yang tergabung dalam
Badan Pertanahan Nasional, Departemen Agama, dan Dinas PU Cipta
Karya kota palembang. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian lapangan ini adalah wawancara yang terstruktur (Guided
Interview) secara selektif dengan responden tertentu. Wawancara ini
dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman,
dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari
responden tersebut.

Adapun responden dalam penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu
penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu
dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan

kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya dianggap dapat

' _5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h.14-15
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memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan proses pembebasan tanah untuk perluasan Asrama Haji di Kota

Palembang.

. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan,
kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatf, yaitu data
yang telah terkumpul tersebut diselesaikan berdasarkan kualitasnya
menjadi satu data yang ringkas dan sistematis sehingga didapat suatu

kesimpulan.
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